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Polemik Dana Kelurahan

POLEMIK mengenal rencana pe-
merintah mengalokasikan dana
kelurahan terus bergulir. Bahkan
cenderung kental bernuansa politis
setelah kubu pendukung pasangan
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
menyampaikan penoclakan terkait
alokasi dana tersebut. Sebagaimana
diketahui publik, pemerintah pusat
bermaksud mengalokasikan ang-
garan kKelurahan mulai tahun 2019
mendatang. Besar dana yang disiap-
kan sebesar Rp 3 trillun.

Dana Kkelurahan ini diusulkan
pemerintah melalul Kementerian
Keuangan dan masuk dalam pos-
tur APBN 2019 dengan mengambil
sebagian dari pos anggaran dana
desa. Dalam postur APBN 2019
Kementerlan Keuangan mengu-
sulkan dana desa dipangkas dari
Rp 73 triliun menjadi Rp 70 trili-
un. Dana hasil potongan sebesar
Rp 3 triliun dialihkan menjadi
dana kelurahan.

Ikhwal dana kelurahan bera-
wal saat rapat pemerintah dengan
wallkota, pemerintah daerah dan
DPR. Terdapat keluhan dari ke-
lurahan dl kabupaten/kota yang
mengeluhkan tidak memperoleh
Jatah dari dana desa. Kecemburu-
an dari kelurahan terhadap peme-
rintah desa karena tidak menda-
pat alokasi anggaran. Maka mun-
cullah gagasan agar pemerintah
menciptakan harmonisasi di di
daerah.

Jika disetujul DPR maka setiap
kelurahan akan mendapat
Rp 355 juta. Kebifakan dana kelu-
rahan Ini layak diapresiasi karena
bertujuan untuk kesejahteraan war-

ga kelurahan yang tidak tersentuh
dana desa. Keberadaan dana inl
penting karena di kelurahan mes-
ki berada dil Ibukota kecamatan,
ibukota kabupaten bahkan {buko-
ta provinst banyak kelurahan yang
lebth miskin dibanding di pedesaan.

Sebagian penduduk kelurahan
bahkan kerap lebih miskin dengan
penduduk di pedesaan. Di
beberapa kelurahan masth
terdapat kantong-kKan-
tong kemiskinan. Warga-
nya jauh lebih miskin di-
banding penduduk desa.
Dana itu dapat menjadi
stimulant pemberdayaan
warga di kelurahan. Isu
kesehatan, pemberdaytaan
sosfal ekonomi, perempu-
an dan perlindungan
anak dapat dialoka-
sikan dengan dana
itu. Dana kelurahan
menjad! instrumen
penting mengural problem masya-
rakat kota yang semrawut, kumuh,
kriminal, yang disebaban oleh ke-
miskinan.

Namun dalam Kenyataan apalagi
di tahun politik rencana pemberian
dana kelurahan pastl mengundang
kontroversi. Dana kelurahan, ban-
tuan sosfal maupun bantuan se-
lenisnya akan menuai kontroversl
menjelang tahun politik, Dana
kelurahan dapat dlanggap upaya
pemerintahan Jokowl sebagai in-
cumbent mengambil hati masyara-
kat kota. Di tahun politik memang
mudah semua hal dihubungkan
dengan politik.

Di pihak lain keberadaan dana
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kelurahan dapat mengundang po-
lemik. Keberadaan dana itu berbe-
da dengan dana desa yang secara
Jelas diatur dalam UU No 6 Tahun
2014 dan Peraturan Pemerintah No
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
Sampai hari inf belum ada payung
hukum untuk mengalokasikan
dana kelurahan. Kesiapan kelem-
bagaan penting dilakukan jika
dana kelurahan hendak di-
implementasikan dan tepat

sasaran. Keberadaan dana

kelurahan pun harus di-

dukung aspek organisasi,

sumber daya manusia dan

peraturan yang mengatur

penggunaan dana kelu-
rahan.

Belajar darl ke-

semrawutan dana

desa pada tahap

awal tidak boleh

terjadi dengan

dana kelurahan.
Waktu {tu sempat terjadi rebut-
an mandat mengelola dana desa
sempat kisruh kewenangan an-
tara kementerian dalam negeri
atau kementerlan desa. Apakah
dana kelurahan dapat dioperasi-
onalkan secara personal terutama
di kelurahan? Sebab prakteknya
dana kelurahan membutuhkan
keslapan teknis sepertl perencana
dan pelaksana teknis yang benar-
benar mahir menguasal teknologi
informasi.

Yang perlu diperjelas juga pe-
rangkat kelurahan secara kelem-
bagaan merupakan perangkat
pemerintah daerah sejajar de-
ngan dinas-dinas di kecamatan.

Secara struktural kewenangan
kelurahan tidak sama dengan
desa yang dikelola mandiri. Dana
ftu juga tidak bisa langsung di-
transfer ke kelurahan seperti hal-
nya dana desa. Kelurahan berada
di bawah taktis dan kewenangan
pemerintah kabupaten/kota.
Apakah kelurahan dapat mandi-
rl dengan sistem pemerintahan
yang demikian?

Jika akhirnya kewenangan ke-
lurahan masih seperti {tu fokus
pemberdayaan masyarakatl seba-
galmana diharapkan pemerintah
kelurahan bisa tidak maksimal.
Jalur birokras! yang bisa saja ru-
mit dapat menghambat operasl-
onalisas{ dana kelurahan. Tentu
pertanyaan menggelayut itu harus
mampu dijawab. Secara gagasan
gullran wacana dana kelurahan
perlu didukung terutama untuk
pemberdayaan masyarakat teruta-
ma kepada kelompok masyarakat
miskin di kota.

Namun harus didukung dengan
konsep dan perencanaan yang
matang. Yang harus dicatat saat
inl ada absen adalah minimnya
anggaran untuk pemerdayaan ma-
syarakat kelurahan. Lembaga-lem-
baga yang ada di kelurahan dapat
diberdayakan untuk mengelola
dana secara mandirl. Berikan ke-
sempatan mereka mengelola dana
agar kemiskinan di perkotaan da-
pat terus ditekan. Kita berharap
dana kelurahan bukan pemberian
harapan palsu (PHP) jelang pemi-
Iu 2019. Hadirnya dana kelurahan
membuat pembangunan kelurahan
lebih dinamis. (*)



